
SKRIPSI 

 

 

PELAKSANAAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEMIRI, KECAMATAN 

TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

SOLEMAN ANDRYAN DAPAKURI 

13520057 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 

“APMD” YOGYAKARTA 

2018 







iv 

 

MOTTO  

Belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan 

rencanakan untuk hari esok 

Kenikmatan terbaik di dalam hidup adalah melakukan 

apa yang orang katakana kamu tidak bisa lakukan. 
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ABSTRACT 

Terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara 

lembaga masyarakat dan pemerintah desa . BPD sebagai wakil masyarakat desa 

diharapkan dapat mengembalikan fungsi kontrol eksekutif yang selama ini 

didominasi oleh kepala desa  dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa, dan membahasa dan menyepakati rancangan peraturan 

desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Kemiri Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Adapun informan dari penelitian ini mencakup Perangkat desa, Pengurus Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat umum dan Tokoh masyarakat. Untuk 

mengkaji data dari hasil penelitian ini menggunakan teknik reduksi data dan 

pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Kemiri ini secara 

keseluruhan sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungi 

BPD ini ada beberapa kendala seperti tidak adanya sarana seperti kantor untuk 

BPD sehingga aspirasi masyarakat hanya didengarkan secara lisan, disarankan 

kedepannya fasilitas pelayanan BPD lebih ditingkat lagi untuk menunjang kualitas 

BPD di Desa Kemiri. 

 

 

Kata Kunci :  BPD,  Pemerintahan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 

susunan pemerintahan dan antar pemerintah desa, potensi dan 

keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam 

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.  

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu 

perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik 

pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk 

memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh 

sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan 

mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi 

lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 

Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas badan 

permusyawaratan desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya 

pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.  

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap 

peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang 

dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa yang dibuat secara 

bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada 

partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi 

semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan 

kembali. Isyarat perubahan produk hukum di Desa harus disesuaikan dengan 

turunan UU Desa yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa.  

Dalam pasal 3 Permendagri No 110/2016 disebutkan tujuan pengaturan 

BPD untuk mempertegas peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya 

di era otonomi daerah, mendorong BPD agar mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja 

kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa. Hal yang sangat penting dan menarik dalam struktur 



 3 

pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan 

Permusyawaratan Desa yang menjadi unsur pemerintahan Desa yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan di tetapkan secara demokratis, dapat mengupayakan peningkatan 

kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta 

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah 

desa.  

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama 

ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa yang memberikan nuansa yang berbeda dalam 

kehidupan demokrasi di desa. Badan Permusyarawatan Desa (BPD) 

diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa 

dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan 

publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa 

terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala 

Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan 

masyarakat. Mencermati hal tersebut maka di butuhkan angota-anggota BPD 

yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung 

jawabnya. Kualitas BPD dapat diukur dari lima hal, yaitu kapabilitas, 

akseptabilitas, responsibilitas, sosiabilitas, dan akuntabilitas. Menurut 

(Dwiyanto, 2006; 51)   
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Kelima hal ini merupakan tolak ukur terhadap kualitas ideal dari 

anggota-anggota BPD. Kelima indikator kualitas ini juga sekaligus merupakan 

kebutuhan yang harus segera dimiliki oleh anggota- anggota BPD agar dapat 

benar-benar berperan sebagai legislator dan kontroling yang mampu 

memberikan dampak positif terhadap masyarakat.  

BPD sebagai lembaga perwakilan, salah satu fungsi yang diemban 

anggota BPD adalah sebagai penyambung suara yang akan memperjuangkan 

keinginan, harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam 

kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka anggota BPD diharapkan dapat 

memiliki respon yang baik terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. BPD 

juga harus dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat 

dengan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, 

anggota BPD perlu memahami dan melaksanakan serta memfasilitasi 

masyarakat untuk menangkap aspirasi dari masyarakat. 

Di desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD ada beberapa 

kendala yang dihadapi oleh BPD sarana prasarana yang kurang memadai bagi 

BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat 

berpengaruh dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat karena BPD 

kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga 

menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi 

dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk 

dapat mendengarkan secara detail segala keluhan maupun keinginan dari 

masyarakat, adapun juga bahwa di desa Kemiri hanya sebagian dari 

masyarakat yang berperan aktif dalam berproses maupun berpartisipasi dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas 

peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa BPD harus 

lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas 

yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga 

dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan 

pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. 

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana 

pelaksanaan fungsi BPD bersama kepala desa sebagai mitra kerja dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar terwujud sistem pemerintahan yang 

baik, dan memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat di desa 

sebagaimana yang di cita-citakan bersama.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kemiri Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul ? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi BPD 

di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul.  

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan 

fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
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